
 
 

 

 

 

 

LURAH TERONG 

KAPENEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL 
 

PERATURAN KALURAHAN TERONG 

 

NOMOR  8  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TERONG PADA BADAN 
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA-LEMBAGA KEUANGAN KALURAHAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
LURAH TERONG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan 

Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan 

Kalurahan, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah 

Kalurahan Terong Pada Badan Usaha Milik Kalurahan 

Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan dengan 

menuangkan dalam Peraturan Kalurahan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 



 
 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar-an Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan  Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan 



 
 

Desa (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1444); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

18  Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun  2018 Nomor 569); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang  Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor 1203); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1633); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 819); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan  Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pendaftaran,  Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan 

dan Pengembangan,  dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

Badan Usaha Milik  Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 

(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 



 
 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

148); 

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60); 

24. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4); 

25. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong 

Tahun 2020 Nomor 11); 

26. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan 

Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi 

Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan 

Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 

3); 

27. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 

(Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 7); 



 
 

28. Peraturan Lurah Bersama Nomor 11 tentang Anggaran 

Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-

Lembaga Keuangan Kalurahan (Berita Kalurahan Terong 

Tahun 2022 Nomor 11); 

 

 

Dengan kesepakatan bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG 

Dan 

LURAH TERONG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Memetapkan  : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KALURAHAN TERONG PADA BADAN USAHA 

MILIK KALURAHAN BERSAMA-LEMBAGA KEUANGAN 

KALURAHAN 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terong. 

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,selanjutnya disebut 

APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan. 

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

6. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, 

pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. 



 
 

7. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

kalurahan. 

8. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan. 

9. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama 

antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan 

dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha 

bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat antar kalurahan. 

10. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah 

badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan 

lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi 

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

kalurahan. 

11. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan yang 

selanjutnya disebut BUMKALma-LKK adalah BUMKAL yang dibentuk melalui 

kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd. 

 

BAB II 
PENYERTAAN MODAL 

 

Pasal  2 

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kalurahan Terong pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga 

Keuangan Kalurahan. 

BAB III 

TUJUAN 
 

Pasal 3 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Terong sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan 

perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan 

Modal Pemerintah Kalurahan Terong dilaksanakan berdasarkan prinsip 

ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi 

masyarakat. 

 



 
 

BAB  IV 

BESARAN DAN SUMBER DANA 
 

Pasal 4 

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Terong pada Badan Usaha 

Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

 

Pasal 5 

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari 

APBKal Tahun Anggaran 2023. 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan 

Terong. 

 

 Ditetapkan di Terong 
Pada tanggal 28 November 2022 
 

LURAH TERONG 
 

ttd 
 

SUGIYONO 

 

Diundangkan di Terong 

Pada tanggal 28  November 2022 

CARIK TERONG 
 
ttd 

 
VINA ARYANI 

 
LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2022 NOMOR  8    

 


